ABSTRAK

BUMN Persero merupakan suatu entitas usaha yang kekayaannya terpisah dari kekayaan
negara dimana tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Namun layaknya entitas
usaha yang bertujuan mengejar keuntungan pada umumnya, sering kali mengalami kesulitan
keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dan dinyatakan insolven pada proses
kepailitan yang akhirnya berujung pada pemberesan aset. Namun, pada praktiknya pemberesan
aset BUMN Persero kerap tidak selalu berhasil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan pemberesan aset
BUMN Persero yang dinyatakan pailit serta proses, hambatan dan solusi atas pemberesan aset
BUMN Persero yang dinyatakan pailit dengan metode pendekatan yuridis normative.

Dari penelitian dihasilkan bahwa pemberesan aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit
berdasarkan Pasal 11 UU BUMN dan Pasal 142 ayat 1 UU PT diatur di UU KPKPU. Perihal proses
pemberesan BUMN Persero yang dinyatakan pailit dan insolven diatur pada Pasal 178 UU KPKPU
dan untuk hambatan yang sering ditemui pada umumnya adalah perbedaan definisi kekayaan
negara sehingga berdasarkan pendapat para ahli diperlukannya harmonisasi hukum mengenai
kekayaan negara.

Kata kunci : BUMN, Kepailitan, Pemberesan



